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BABYV
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada bab

sebelumnya dapat di simpulkan:

1.

Pertimbangan hakim menyatakan gugatan penggugat tidak dapat
diterima pada perkara putusan Nomor 1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg
karena alamat tergugat (suami) dianggap kabur dan tidak jelas.
Meskipun penggugat (istri) menyatakan alamat tersebut benar
sebagai rumah keluarga tergugat, hasil pelacakan relaas dari PT. POS
Indonesia menunjukkan bahwa tergugat tidak dikenal di alamat
tersebut. Ketidakjelasan identitas dan keberadaan tergugat ini
menyebabkan gugatan tidak memenubhi syarat-syarat formil, sehingga
tidak dapat diperiksa lebih lanjut.

Tinjauan hukum acara perdata terhadap putusan hakim yang tidak
menerima gugatan penggugat  pada putusan Nomor
1259/Pdt.G/2024/PA.Pdg = karena = majelis hakim langsung
memutuskan gugatan tidak dapat diterima hal ini mengabaikan Pasal
390 ayat (3) HIR/Pasal 718 ayat (3) RBG, yang mengatur pemanggilan
melalui bupati untuk pihak yang tidak diketahui alamatnya. Dengan
demikian, Pengadilan tidak melakukan upaya maksimal sesuai
HIR/RBg untuk memastikan pemanggilan yang sah, sehingga
berpotensi melanggar hak tergugat untuk didengar dan menyebabkan
putusan tersebut tidak sejalan dengan prinsip hukum acara yang

berlaku.

5.2.Saran

1.

Bagi penggugat sebelum mengajukan berkas perkara, pastikan
terlebih dahulu alamat yang diberikan benar dan sesuai dengan data
yang tertera di identitas resmi. Kemudian periksa kembali secara

detail alamat yang dicantumkan, hal ini unuk menghindari kesalahan
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penulisan atau kekeliruan alamat yang menyebabkan berkas tidak
sampai pada pihak yang bersangkutan.

Bagi pihak pengadilan seperti petugas meja 1, panitera dan panitera
pengganti, Hakim yang memeriksa perkara, Ketua majelis hakim, agar
dapat memverifikasi ulang dan memastikan data alamat yang
diberikan oleh para pihak sudah benar dan dapat dipertanggung

jawabkan.
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